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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada  tingkat  pertama  dalam  persidang  hakim  tunggal  telah  menjatuhkan

putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  Desa  Talang  Perapat,

Kecamatan  Seluma  Barat,  Kabupaten  Seluma,   sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA,

tempat  kediaman di  Desa Talang Perapat  Kecamatan Seluma

Barat, Kabupaten Seluma, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  serta  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2021

telah  mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Tais  dengan  Nomor  320/Pdt.G/2021/PA.Tas,  tanggal  12

Oktober 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah

pada hari Rabu, Tanggal 22 Januari 2003 sebagaimana tercantum dalam

Kutipan Akta Nikah tanggal 06 Februari 2003, Nomor : 27/15/II/2003 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma.

2. Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  membina  rumah

tangga di rumah Sendiri di Desa Talang Perapat sampai akhirnya berpisah.

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul

sebagai suami istri  dan telah memiliki dua orang anak, pertama bernama
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XXXX perempuan, tanggal lahir 05 April 2004, kedua bernama XXX, Laki

laki tanggal lahir 03 Maret 2009, sekarang anak tersebut ikut Penggugat.

4. Bahwa,  keadaan  rumah  tangga  pada  mulanya  rukun  dan  harmonis

kurang lebih selama 9 tahun, kemudian sejak awal bulan November 2011

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan.

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering

terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :

1. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak November 2011 

2. Tergugat sering melakukuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT )

terhadap Penggugat 

3. Tergugat sering minum- minuman Keras dan mabuk - mabukan 

4. Tergugat sudah beberapa kali tersandung Hukum dan di Penjara 

5. Tergugat sering melontarkan kata talak setiap terjadi pertengkaran dan

mengusir  anak dan istri. 

6. Bahwa,akibat  dari  perselisihan dan pertengkaran tersebut,  Penggugat

dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Juni 2021,

(Penggugat  pulang ke rumah orang tuanya di  Desa Talang Perapat,Kec.

Seluma Barat ),Tergugat tetap tinggal kediaman bersama di Desa Talang

Perapat,  Kec.  Seluma  Barat  ,selama  berpisah  antara  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan

nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat dan anak, antara

Penggugat dan Tergugat telah berpisah selam lebih kurang 3 bulan.

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah

tangga denga Tergugat.

8. Bahwa, berdasarkan hal â€“ hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak

mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan

terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais

melalui  Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  perkara ini  kiranya

berkenan memberikan putusan berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Tais  cq.  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (  TERGUGAT )  terhadap

Penggugat ( PENGGUGAT ) 

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan  perundang

undangan yang berlaku. 

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

 Bahwa, pada hari  dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  selama  persidangan  telah  mengupayakan

perdamaian  antara  Penggugat  dan  Tergugat  supaya  kedua  belah  pihak

melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak

berhasil;

Bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  menjelaskan  bahwa  sebelum

pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk

kepentingan itu Majelis Hakim memberikan  kesempatan kepada para pihak

untuk  berunding  guna  memilih  mediator  diantara  mediator  yang  telah

disediakan  oleh  Pengadilan  Agama  Tais  atau  mediator  di  luar  Pengadilan.

Selanjutnya  para  pihak  menyatakan  bahwa  mereka  tidak  memilih  mediator

sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator

tersebut,  maka  Ketua  Majelis  menunjuk  mediator  Ramadaniar,  S.H.I.,M.H

hakim mediator Pengadilan Agama  Tais dan dari laporan mediator bahwa hasil

mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

gugatan  Penggugat  yang  isi  pokoknya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat

tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir lagi di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas permohonan  Tergugat

tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Tergugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.  Surat:

1.  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  Nama  Rita  Asmara  Nomor

1705084406810001 Tanggal 08-082012 yang dikeluarkan oleh Kantor
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Pemerintah Kabupaten Seluma, bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup,  dinazegelen  pos  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1; 

2.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/15/II/2003 Tanggal 06 Februari

2003,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Seluma,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2; 

B. Saksi:

1. SAKSI,  umur 60 tahun, agama Islam,  pekerjaan Ibu rumah tangga,

bertempat tinggal di Desa Talang Perapat, Kecamatan Seluma Barat,

Kabupaten  Seluma,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan

dengan Penggugat sebagai  ibu kandung Penggugat; 

- Bahwa saksi  mengetahui  Penggugat  dan Tergugat  adalah suami

istri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di  rumah  kediaman  bersama  di  Desa  Talang  Prapat  sampai

akhirnya berpisah; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

bergaul  suami  istri  dan  telah  dikaruniai  2  orang  anak,  bernama

Putri Cornelia dan Jericho Apriansah;

- Bahwa saksi mengetahui  keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun,

akan tetapi  sejak awal  4 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;  

- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan  karena  Tergugat  sering

minum-minuman  yang  memabukan  sudah  beberapa  kali

tersandung pidana dan dipenjara;
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- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  karena  setiap  habis  bertengkar  dengan  Tergugat,

Penggugat pulang kerumah saksi;

- Bahwaa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tepat tinggal

sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak

bersatu lagi; 

- Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

merukunkan keduanya baik  dengan menasehati  maupun dengan

cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

sulit  dipertahankan  dan  tidak  ada  harapan  dapat  bersatu  lagi

karena  Penggugat  sudah  bersikukuh  ingin  bercerai  dengan

Tergugat; 

2. SAKSI,  umur  31  tahun,  agama Islam,  pekerjaan Ibu  rumah tangga,

bertempat tinggal di Desa Talang Perapat, Kecamatan Seluma Barat,

kabupaten  Seluma,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan  dengan  Penggugat  sebagai  tetangga  saat  Penggugat

masih bersama dengan Tergugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah

yang  menikah  pada  22  Januari  2003  di  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Seluma;

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Talang Prapat sampai

akhirnya berpisah; 

 Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

2 orang anak, bernama Putri Cornelia dan Jericho Apriansah ;

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi

harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  sejak  2

tahun  yang  lalu  yang  mengakibatkan  antara  Penggugat  dan

Tergugat sudah pisah sejak .Juni 2021 sampai dengan sekarang

dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah

bersatu lagi; 
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 Bahwa  saksi  sering  mendengar  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat

sering minum-minuman yang memabukan, dan sudah lama tidak

memberi nafkah belanja buat Penggugat dan anak-anak; 

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat  keduanya  baik  dengan

menasehati  maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi  tidak

berhasil;  

 Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat

dan Tergugat karena sudah sulit  dirukunkan dan Penggugat juga

sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  gugatan  Penggugat  telah

menunjukan  perkara  tersebut  mengenai  sengketa  perkawinan  yang  menjadi

wewenang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  tercantum  pada  Pasal  49

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang

Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah

mendalilkan  mengenai  tempat  domisili  Penggugat  yang  berada  di  wilayah

hukum Pengadilan Agama Tais, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  maka
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Pengadilan  Agama  Tais  berwenang  menerima,  memeriksa,  mengadili  dan

menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang,   bahwa pada hari  dan tanggal  persidangan  pertama  yang

telah  ditentukan,  Penggugat dan  Tergugat datang  dan  menghadap  di

persidangan namun pada sidang lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

ayat  (4)  Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup

rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan

untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  4  PERMA Nomor  1  Tahun  2016 tentang

Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  telah  dilakukan  mediasi  dalam perkara  ini

dengan mediator Ramadaniar, S.H.I.,M.H,  namun hasil mediasi tersebut tidak

mencapai kesepakatan damai;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  sebagai  isteri  sah  dari

Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan

Penggugat  sebagai  isteri  Tergugat  tersebut  menjadi  dasar  legal  standing

mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama; 

Menimbang,  bahwa  dari  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  dapat

disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan  (a)

Tergugat  sejak  November  2011  tidak  memberikan  nafkah  belanja  kepada

Penggugat  untuk  mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga  (b)  Tergugat  sering

melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan jika bertengkar Tergugat sering

mengusir  Penggugat  dan  anak  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun

kembali  dalam rumah tangga, bahkan dari  hal  tersebut telah mengakibatkan

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan selama

itu  diantara  ke  dua  belah  pihak  sudah  tidak  ada  lagi  hubungan  baik  lahir

maupun batin;

Menimbang, bahwa jawaban  Tergugat terhadap  gugatan Penggugat tidak

dapat di dengar karena Tergugat hanya hadir dalam tahap mediasi saja setelah

itu  Tergugat  tidak pernah hadir  lagi  sehingga pemeriksaan dilanjutkan diluar

hadirnya Tergugat; 
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Menimbang,  bahwa  dalam  Undang-Undang  perkawinan  terdapat

prinsip  mempersulit  perceraian,  sehingga  Pengadilan  dalam  kasus-kasus

perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran

formil, hal ini karena dikhawatirkan akan timbul kebohongan besar (de groten

langen),  oleh  karena  itu  dalil-dalil  yang  dikemukakan  oleh  Penggugat  wajib

dibuktikan; 

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal  116  huruf  (f)  dan  Pasal  134  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  harus

terpenuhi  beberapa  unsur  sebagai  berikut,  (1).  Rumah  tangga  sudah  tidak

rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus.  (2).  Perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  menyebabkan  suami

isteri  tidak  ada  harapan  untuk  rukun  kembali.  (3).  Pengadilan  sudah

mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat

wajib membuktikan dalil-dalil  gugatannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan

alasan  cerai,  maka  Penggugat  harus  dibebani  untuk  membuktikan  alasan

cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil guagatnya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode  (P.I dan

P2) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan  bukti  P.1  berupa

fotokopi  Surat  Keterangan  Kartu  Tanda  Penduduk  yang  dikeluarkan  oleh

Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap

pos  (nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,  maka  alat  bukti  tersebut  telah

memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat

benar  berdomisili  di  wilayah  Pengadilan  Tais,  maka  bukti  P.1  sebagai  akta

otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan  bukti  P.2  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
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isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat telah  menikah  dengan

Tergugat pada  tanggal  22  Januari  2003,  relevan  dengan  dalil  yang  hendak

dibuktikan oleh  Penggugat,  maka bukti  P.2 sebagai  akta otentik  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa  Penggugat dengan  Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal  22 Januari 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi yang berasal dari

keluarga Penggugat dan atau dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat

dan Tergugat,  maka berdasarkan Pasal  22 Peraturan Pemerintah Nomor 09

Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  01  Tahun  1974

Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi Penggugat

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sebagai  alat  bukti  saksi,

karenanya keterangan dua orang saksi  tersebut dapat dijadikan bukti  dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di

persidangan, Majelis Hakim telah menemukan  keterangan yang bersesuaian

sebagai berikut:

· Ba

hwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang

sah dan telah dikaruniai keturunan dua orang;  

· Ba

hwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  pertengkaran  dan

perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah belanja dan

Tergugat minum-minuman yang memabukan, sering KDRT, Tergugat suka

mengusir Penggugat  dan anak jika terjadi pertengkaran;

· Ba

hwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  kurang  lebih  3

bulan;

· Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, baik  melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim,

maupun  melalui  Majelis  Hakim  di  persidangan dan  melalui  mediasi,
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ternyata tetap gagal. Karenannya harapan untuk bisa menyatukan mereka

kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

· Bahwa  Penggugat  sampai  pada  tahap  kesimpulan  masih  tetap

bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dari  keterangan  Penggugat,  bukti-bukti  yang

diajukan  oleh  Penggugat,  serta  kejadian-kejadian  yang  terjadi  selama

persidangan,   Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta–fakta  hukum  sebagai

berikut:

· Ba

hwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

· Ba

hwa  selama  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  bergaul

sebagaimana layaknya suami isteri  dan   sudah  dikaruniai  keturunan dua

orang;

· Ba

hwa saat  ini  rumah tangga antara Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak

harmonis  karena  alasan perselisihan  yang  disebabkan Tergugat  tidak

memberi  nafkah dan Tergugat  sering minum-minuman yang memabukan

dan sudah beberapa kali tersandung pidana;

· Ba

hwa  telah  dilakukan  mediasi  selama  persidangan  berlangsung,  Majelis

Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun

lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya

bisa bercerai dengan Tergugat;

· Ba

hwa saksi  dan orang-orang terdekat  dari  Penggugat  dan Tergugat  telah

berupaya  menasihati  Penggugat  supaya  rukun  lagi  dengan  Tergugat,

namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa  dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas,

khususnya fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai berikut:

(1) Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi

pertengkaran  dan  perselisihan,  (2)  Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah  tidak   tinggal  bersama,  (3)  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dinasihati,  namun tidak berhasil. Hal mana  telah merupakan indikasi bahwa
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rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi

rumah  tangga  telah  rapuh  dan  sulit  untuk  ditegakkan  kembali  yang  dapat

dinyatakan  bahwa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

rusak  (broken  marriage)  sehingga  telah  terdapat  alasan  untuk  bercerai

sebagaimana dimaksud  Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 09

Tahun 1975  sejalan dengan Pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tersebut juga dapat diketahui  dari  keadaan para pihak yang sudah berpisah

rumah selama  3 (tiga)  bulan,  dan selama berpisah tersebut  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami

isteri, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak rukun

lagi  sebagaimana  layaknya  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawadah  dan

rahmah;

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Penggugat  tidak  menunjukan

i’tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat

serta menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan

bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  menasihati  Penggugat  untuk  bisa

bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada

keputusannya untuk bercerai dengan Penggugat.  Hal ini  menunjukan bahwa

Penggugat  sudah  tidak  berkeinginan  untuk  meneruskan  kehidupan  rumah

tangga dengan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan

dalam  artian  kedua  belah  pihak  atau  salah  satu  pihak  tidak  bersedia  lagi

meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit

untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah

dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga

kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Majelis Hakim menilai

perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan

pernikahan itu sendiri; 

Menimbang,  bahwa  dengan  merujuk  pada  Yurisprudensi  Mahkamah

Agung Republik Indonesia tanggal  17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

dalam satu tempat  kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat  untuk

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
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fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan

maksud  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  nomor  9  Tahun  1975,

sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Tergugat untuk bercerai dengan

Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini telah relevan dengan

pendapat ahli Hukum Islam yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat

Majelis yang terdapat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

·

Kitab Risalah Assyiqoq halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

طلقة لقاضى ا عليه طلقّ لزوجها لزوجة ا  رغبة عدم وإذاشتدّ

Artinya:  Dan  jika  memuncak  kebencian  isteri  terhadap  suaminya,  hakim

dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;

·

Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman 248 yang

menyatakan sebagai berikut:

 وكان الزوج اواعتراف الزوجة ببينة القاضى لدى دعواها ثبتت فإذا

 عن وعجزالقاصى امثالهما بين العشرة دوام معه يطاق مما اليذا

بائنة طلقة طلقها بينهما الصلح

Artinya: Apabila gugatan isteri  di  depan hakim telah terbukti  berdasarkan

keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari

suami,  sedangkan  penderitaan  isteri  itu  membuatnya  tidak

sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara

keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi,  maka hakim dapat

menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah: II, hal 248)

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai

dengan Pasal  19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam,  sedangkan  usaha  perdamaian

sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses

Mediasi  di  Pengadilan  sudah dilaksanakan  dan  sesuai  Pasal  82 ayat  (2)

Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 dan perubahannya dan Pasal 31 ayat

(1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975
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ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal),

maka dalam hal  ini  permohonan Penggugat  untuk diceraikan dari   Tergugat

patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh

isteri  ke  Pengadilan  Agama,  sehingga  dengan  pertimbangan-pertimbangan

hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat

(TERGUGAT)  terhadap  Penggugat  (PENGGUGAT),  dimana  perceraian

tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119

ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini  berkekuatan hukum tetap maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci

(sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  sebagaimana  maksud  Pasal  153

ayat  (4)  dan Pasal  155  Kompilasi  Hukum Islam,  maka pada masa tunggu

tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak

menikah  dengan  pria  lain,  hal  ini  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  pada

Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  dalam  bidang  perkawinan,  inklusif  di  dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama serta  berdasarkan azas  lex  spesialis

drogat lex generalis  maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang

besar nya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim sependapat  dan  mengambil  alih

pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an  Juz II hal. 405 yang berbunyi:

حق             ل ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

له

Artinya :"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian  
tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya"

Mengingat segala  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;  

 Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Tas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.  Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT )  terhadap

Penggugat ( PENGGUGAT );  

3.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);  

Demikian  diputuskan  pada  hari   Kamis  tanggal  11  November  2021

Masehi,  bertepatan dengan tanggal  6 Rabi’ul  Akhir  1443 Hijriyah, oleh kami

Risnatul  Aini,  S.H.I.,  M.H. sebagai  Hakim  Tunggal,  penetapan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh Hakim

tersebut dengan dibantu oleh Armalina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Armalina, S.H., M.H.

Hakim,

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.   30.000,-

2. Proses : Rp.   75.000,-

3. Panggilan : Rp.   345.000,-

4. PNBP Panggilan : Rp.   20.000,-

5. Redaksi : Rp.   10.000,-

6. Meterai : Rp.             10.000  ,-  

Jumlah Rp.   490.000,- 

 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
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